PERATURAN DAERAH KOTA PALEIMEANG
NOMOR & TAHUN 2005

TENTANG

PE:I'I.I'IBE'NTUI{AH PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lm | WALIKOTA PALEMBANG,

enimbang @ a. bahwa dengan rnakin pesatnya kehidupan perkotaan dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyaraka

t serta pemanfaatan lokasi yj
bidang perpasaran, perly mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan
pasar-pasar milik Pemerintah Kota: :

| :

b bahwa pengurusah dan pengeiolaan pasar yang selama ini dilaksanakan
oleh, Dinas Pasar berdasarkan Persturar Daerah Kota Palembang
Nomor 2 Tahun, 2001 tentarg Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsl dan Struktur Organisasi Dinas Daerah, dirasakar peru dikelola
secara leblh efektf dan profesional dengar rnembentuk Perusahaan
Daerah, sejalan dengan katentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan berdasarkan prinsip-prinsip
-Ekonomi Perusahaan; .

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diztas,

: perlu diatur dan ditetapkan
dangrn Peraturan Daeranh Kota Pa lembang.-

ingat : 1, UndLng = Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
: ‘ Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun
155% Nemor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 % .

‘21 Undang-Undang-. Nomor 5§ Tahun 1862 tentang Perusahaan Daerah

- (Lembaran Negara ‘Rl Tahun 1682 Nemar 10, Tambahan Lembasan
Negnra_ Nomor 2387); .

3 Linda:nn - Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan
| Perundang-undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004, Nomor 53,
| Tambahan Lembaran Megara 4389);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomer 125, Tambuhan Lembaran
MNegara Nomor 4437);

5. Undang - Undaag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antata Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daersh (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
Peruturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemarintah dan Kewenangar, Propinsl Scbagal Daerah Otonom
(Lembaran Negera R! Tahun 2000 Momor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 );

7.  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2000

Namer 23).
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| Dengan Persetujuan Bersama

[ DI:'-_‘WAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA FALEMOAN
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|
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WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

: : EMBANG TENTANG PEMBE
F'ER|USAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA, e

il i 3AB |

i . * KETENTUAN UMUM
| Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud danyan

. Daerah adalah Kota Palembang.

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah KKota FPaembang,

. Walikota adalah Wallkota Palembang.

. Wakil Wallkota adalah Wakil Waliljotn Palembang.

. Sekretaris Daeral adalah Sekrataris Daerah Kota Palembang.

. Dewan Perwakilan Rakyal Daersh adalah Dewan Perwakilan Rafyat
Daerah Kota Palembang.

O o B 00 B =

| r'.r_.-- Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya

.. Kota Palambang. |

8; Direksl adalah Dirzksl Perusahaan Daerah Faszar Palembang Jaya terdiri
dati Direktur Utama, Direktur Operasicnal dan Direktur Administrasi dan

_ Keuangan,

'gi Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar

= Palembang Jaya. . ;

10, Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daersh Pasar

~ Palembang Jaya. e _

11. Pejabat Daerah adalah Pegowsi Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota yang diberi tugas tertentu sesuai dengan kastentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ;

12, Pasar adalah suatu lokasl tertentu beserta bangunan didtasnya yang
dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai tempat
dilakukannya transaks! jual bell barang dan jasa secara langsung antara
masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.

13. Perpasaran adalah seluruh akfifitas dan fasilitas yang berkaitan dengan
transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat
umum dengan para pedagang atau pelaku usaha. :

14, Fasiltas dan Utilitas -Pasar adalah Sarana penunjang liegiatan pasar
antara lain petak/los, parkir, jasa teiekomunikasi, listrlk, MCK | Bank
Pasar di. ]

15. Jasa Psngeloiaan adalsh Jasa yang dikenakan kepada para pedagang
yang melakukan keglatan usaha di pasar yang dikelola dan atau dimiliki
Perusahaan Daerah,

16. Tahun Buku adalah Tahur, Buku Perusahaan Daerah Pasar Palembang
Jaya. :

i Hﬂylr'm&m Kerja Lima Tahunan adalah Rencana Kerja Lima Tzhunan

B! Peruu:lahaan Daerah Pazar Palembang Jaya.
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18, ‘Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana lerja dan
Anggaran Tshunen Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya. |
| 19. Laporan Keglatan Usaha Triwulan adalah lapnran mengenal pelaksanaan
| . serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa, penting yanc, sangat berpengaruh
| terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan
| ...Daerah Pasar Palembang Jaya salama satu triwulan,
| ' 20., llaporan, Keuangan Triwulan acalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
b JP:fmahm Duerah Paser Palkmbang Jaya yang bersifat sementara
lalam satu triwulan.
| 21. Laporan Keglatan Usaha Tahunan adalah laporan mengenai
pelaksanaan serta hal-hal alau peristiwa-peristiwa penting yang sangal
= berpengaruh terhadap. realisasi Rencana Keja dan Anggaran Tahunan
Penusahaan Daerah Pasar Palembang Java dalam satu tahun.
. 29, Lhporan Keuanfjan Tahuran ndalah Meraca dan Perhitungan Laba/Rugi
i Perusahaan Daerah Pauar Palembang Jaya dalam satu tahun. :
,23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palembang.
§4) Pegawal adalah Pegawal Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
. .25, Tumjangan adalah Pendapatan yang diterima dituar gaji pokok.
.| 26.. Gai adalah gaji.pokok termasuk Tunjangan Keluarga yang diberixan pada
pqgawai. 3

BAS 1|
PEMBENTUKAN
Pasal 2

{1) Dengan ﬁera{umn Caerah 'ni, dibentuk Perusahaan Daerah Pasar
Palembang Jaya.

(2) Dalam statusnya sebagal Badan Hukum, Petusahaan Daerah berhak
_ menyelenggarakan keglatan usaha berdasarkan ketentuan yang telah
ditletﬂpkan dalam Peraturan Daetah inl. =

BAB Il
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3

. Perusahaan Daerah barkedudukan dl Daerah.

Pasal 4

(1) Untuk menyalenggarakan kegiatan dan usaha sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah inl, Perusahaan Daerah memiliki
wilayah kerja yang mefliput! seluruh Darrah.

). F}'&n.inhaan Daersh dapat menyelenggarakan kegiatan dan usaha di luar
| wilayah kerja yang telah clitatapkan sesual dengan ketentuan peraturan
i perundang-undangan yang berlaku.

= BAB IV
I : MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

‘Perusghaan Daerah dibentuk dengan maksud dan tujuan uniuk melakukan
pengurusan dan pengelolaar pasar dan fasilitas seria utilitas pasar dalam
rangka pengembangun perekonomian Dgerah serta menunjang Anggaran
Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, '

||. T |

i; 1 {
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! TUGAS POKOIC DAN FUNGSI :
E Pasal 6 ' |

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksenakan pelayansn umuni ||
di hr!:{aqng perpasaran, membina padagang pasar, ikut membantu menciptaken
slabilitas harga dan kelancasan distribusi barang dan jasa i pazar,

I

Pasal 7

" Untuk melaksanakan tugas polink sebagaimana dimaksud dalam Pasal G

F‘aratur?n Daerah inl, Perusahann Daerah mempunyal fungsi

. & Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah.
- b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan pembhangunan pasar,
¢. Pemeliharaan dan pengawazan pasar,

,_:ﬁg.d. Penyelenggaraan biaya jasa pengelolaan pasar,
e

IPengelolaan pasar, fasliitas dan ulilitas pasar lainnya.
f. Pembinaan terhadap pedague, peiaku usaha dan syl e i
pasar, _
'g. Pemberian fasilitas dalam rangka menciptakar  stabilitas haga  dan
kelancaran arus distribusi harang di pasar.
I -
5 Fazal &

(1) Dalam rangka p=laksanaan tugas pekok dan fungsi sebagaimana
i dimaksud Pasal 6 clan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah

dapat mengadakan kerjasama dengan Badan atau Instansi lain haik
[ Pemerintah maupun Swasta di dalam maupun i luar Daerah.

2} ﬂugﬁq’n persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah, Perusahaan
. Daerah dapat mengadakan penganekaragaman vsaha.
| ks i
| 1

It BABWI
! 3 MODAL
| Fasal 9

4

{1) Morlal Awal Perusahaan Daerah terdini darl eks Assel Dinas Pasar dan
Uil 1Pasar milik Memerdintal Kola yang dilimpahkan kepada Perusahaan

: ]‘. Daerah, merupaken assel lerpisah sebesar Rp. 160.182.007.000,- (seratus

enam | puiub milyar seralus delapan puluh dua juta sembilan puluh tujuh i :

| rilai rlllplaill}l. ' '

lflﬂj Saluir Modal Awal gebngainana dimaksucd ayat (1) Pasal Ini, Pemerintdh
| Kola I[‘H.i]’!ﬂl metyadiakan duna secara bertahap sebagai penyertaan
| Cmnddall,
| e i [

(B I:‘utwaﬁiuan Pana Perusahaan Dasrah sebagaimane dimaksud ayal (2)
I rrasal inl, depal dilambah dod APBD dan alay pinjaman lainnva yang
¢ diletapkan dengan Kepuiusan Wallkola, -

BAL VI [
SUSUMAM ORGANISAS]
' Pasal 10

Sprguman ?hunniaaui dan Tulu Kafa Perusahasn Daersh diletapkan” olsh ™
Walikela alas ustil Diveksl mitalul Carlan Mengawas,



BAL Vi
KEPENGURUSAN
Pasal 11

- Pengurusan Perusahaan Daerah ditakulan oleh Direksi dan Badan Pengawas,
! BABIX
DIREKSI
. Hagian Partama
i : s Mengangkatan

Pasal 12

J(1) .Direksi diangkat oleh Walikots atas usul Badan Pengawas seteial;
_mepﬂangarpnrﬁmhangan Dewsn Perwakilan Rakyat Daarah,

iizl Unl‘,llf! dh;inl','dw:m dan menduduki jabatan dajam jajaran Diralcsi

. sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan
i sebagal berikul : "
|

a. Narga Megara Republik Indenesia,
- b Memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang bailk
- Untuk memimpin Perusahuan Daerah Kota, ;
c.  Dirtamakan sekurang-kurangnya memisiki latar belakang pendidikan
: a [S1) seaual bitangnya, - g
d. Qh:tamnkm berasal dari kalangan swasta (non Pemerintah), - |
e, "Apabila berasal dad kalangan Pemerintah, harus terlahih  daliy
" melepagkan status kepegawaianhya.
[ Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik
_ " menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan
. él_'tu'airmhnarr;u dan hubungan periparan dengan Walikota atay
" orang lain yang berada dalam Jajaran Direksl dan Badan Pengawas, ' |
0. Tidak boleh berdagang dan atau mempunyai kepentingan disalah || |
S perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. A 7 :Li
- . Tielak boleh rherangkap jabatan lain dalam suatu perusahaan lain !

 lau hentuk-benluk usaha leinnya yang bersifat mencar] untung. i | |} Li
L. Membuat dan menyampaikan proposal tentang visi, misi dan rencana el
shrategis perusahaan, L

I Sebal jasmani dan rohani, benimur ik melebihi 60 talun.

(3) Pengangkatan Diieksi sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini,
ditelapkan dengan Keputusan Walikota,
; Paszal 13
Jumilah Dirallltsi berjumlah 3 (tigr) orang dan seorang diantarunya dianglkal
sebagai Direktur Llama.

I
Pasal 14

Masa jabatan Diraksi selama-lamanya 4 {ermpat) tahun dan sapat diangkat
o hembafﬁ'-unm salu kali mosa jabatan dalam kedudukan yang sama
setelah masa jabatan tersebut barahhir,

(2) Pangnauin!hln terhacap hetenluan sebagaimana dimalsud ayat (1) Pasal
ini, apabila Direktur dianglat menjadi Direltur Utama.




Havgian Bt

~ Tugas dan Wewenany
| AT Pasal 15
|

Direksi '?ah.-m mangblpl? Perusahaan Daerah mempuryai tugas :

a, g‘l::'lﬁh:pin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha PerusaRaan

b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Kanja
Anggaran Tahunan kepaca  Badari Pengawas  untule  mandapet

pengesahan, J

Melakukan pembinaan terhadap para pegawal.

M dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.

Menyslenggarakan kegiatan odministrasi umum dan keuangan.

Mewakill Perusahaan Daerah di calam dan di luar pengadilan,

S e Ap

nemrlsa rlan perhitungan labanugi kepada Badan Pengawas.

! ezl 16

:{'I} I'JiraI{tur Utama barhak «an barwenang bedincdak alas nama Direksi,

5{2} Masing-masing Direklur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang distur
diteniukan  dalam peraican lala terlib serta lata cara menjalanian
pekerjaan Direksl, berhak dan berwanang bartindale atas nama Diraksi,

(3) Apabila Direktur Ulama berhalengan tetap menjalankan pekerjaan atau
apabila jabatan tersebut lerluang dan penggantinga belum dianghkat atan
belum menjabat jabalannya, maka jabatan Direklur Utama dijabat aleh
Cireklur berdasarkan  penunjukan sementara Walikola dan apahils
Direktur dimaksus Ydak ada alau herhalangan tetap, maka jabatun
tersebut dijabat oleh Direkiur lain berdasarkan penunjukan ssmentary
Walikota, kedvanya deagan hekueasaan dan wewenang Direkiur Lama

(4) Apabila gemua anggata Diteksl berhalarigan telap menjalankan pekerqaan
alau jabatan Direksi oroang seluuloya dan balum diangkal panggantinga
afat Belum menjabid jobatannya, maka unluk sementara waldy pimpinan
tan pengelalasn Pernsahnon Daerah dijalankan olgh seorang pajabal

© yang dilunjule cleh Walikola,

Pasal 17
irehzi dulam mengelola Peruzahaan Daaral mampunyai wewenang untilk

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawal.

b. Mengangkat, memberheéntikan dan mengalihtugaskan pegawai dalam
" rangka pengisian jabaten dihawah Direksi. :

c. Menandatangani laporan keuangan.

d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

s, Dengan Persetujuan Badan Pengawas, mengaaakan :

- Pe:ubahan terhadap Rencona Kerja dan Anggaran Tahunan, f

- Perjanjian-perjanfian kerjasama dengan pihak lain dar, atau p:rnjam:a:w
kepada pihak lain dalam hal perjanjian kerjasama dan atau pinjaman
tersebut dapat menyebabkan berkurangnya azset atau menimbulian
beban terhadap anggaran Perusakaan Dasiah :

- Pemindahtanganan  pembebanan dengan hipotik atau penggadaian

perang-barang publik Perusshuan Daerah, balk Larang bergerak @ '

izt tidels bargerak, i

Menyampaikan laporan’ berkala mengenai seluruh kegiatan, termasul

- Manyerlaan madal pasar pada perasahaan lain, : el



! Pasal 18

{1} Eimalitanap-da;anl menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaa
n Daera 2 awak i v S T
. Pl eranggungjawak kepada Walikais melalyy Flaldani | :'::E' .
(2) Direktur mempertanggungiawalicar, iaan 1]
. pengurusan dan penoels| 11 e
Pefusahaan Dasrah, sesiai tlengan bidangnya kepada Direk:ueﬂuaﬁ;an":q i

|
i
i Bagian Keliga
: Penghasilan dan Halc Dirgicai
Pasal 19
(1) Pen:gha:siran Direhei terdiri dari -

a, Gajl
b. Tunjangan .
c. Jasa Pengelolaan,

(2) Besamnya gaji dan tnjangan sebagaimana dj

maksud ayat (1) it » clan
b Pasal ini, ditetrpk :

an oleh Wallkola alas vsul Diredsi medalui Wi
Pengawas,
L) (3) Jasa pengeiolaan sebagzsimana dimalgud ayal (1) huruf ¢ Pasal ini,
| % gfl:l-arlkan sellap tahun, dengar mamperhatikan kemampuan Perusaliaan
" aerah,

& : Bagian Keempal
| Cuti
| : Pazal 20
. 11) Direksi memparoleh hak cuti sehapai barikul ;

. . & Cutl Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

|1 W - b. Cuti Basar, selama 2 (tiga) bulan untuk seliap satu kall masa jabatan:
L ¢. Cull Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris:
d. Cutl Alasan Penting;

e. Cuti Sakit,

| - R (2) Pelaksanaan hak cuti ssbagaimana dimaksud pacla ayat (1) husuf a; b
; | Sl den e Pasal Inl, dilaksanakan selslah mendapal perselujuan Walilio:s
alau pejabat yang diumjuk.

m—

{3} Pelaksanaan hak cuti sebageimana dimalisucd pada saat (1) huruf d dan e
L Pasal ini, dilaksanakan setataly mendapat perzetujuan Badan Pangawas,

(1) Divewkigt ;t.rlama ‘malaksanakan cuti rancdapaikan penghasilan penuh dari A

I"srugahaan Daeral. || R ' H

i . i = (B 1 A

| (4} Apaliila arena kesibukan kanlor, Diraksi tidak mengambil cuti besar atau | po
® vl penjany, diberdkan guntt vang eeboesar 1 (satu) kali gajl vang dilerima

pranle Dvilany tesvaliniir,

; i
Hugian Kelima
Pambwhentian
Fasul 2|
Mirekst diberhentkan dengan alsan

d. . Atas parmintaan sandir.
b Meanlnggal dunia.

R



. Tidak menjalankan tugasnya dergan baik karena gangguan kes=hatan
Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran
_ Tahunan yang telah disahkan atau disetujul perubahannya.
&. " Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
f. Dihukum pidans berdasarkan Putusan Pengadilun Megeri yang lelah
memilikil kekuatan hukum yang tatap. o
ﬁ. Berakhir masa |sbatannya dan tidak diangkat kembali.

. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Diaarah ini.

ap

Pasal 22 ‘ e '
EILON, W Ll
(1) Apabila terjadi atau diduga telah terjadi Yal-hal sebagaimana diMEllk_:S-L!di' it e
dalam Pasal 21 huruf ¢, d dan = Peraturan Dazrah ini, Badan Pengawas ' || | |
segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkulan. RHIRS g

(2) Apat’dla berdasarkan hasll pemeriksaan terhadap Direksl sebagaimana
dimaksud ayat -(1) Pasal i, terbultl melakukan perbuatan yang
dituciihkan Badan Pangawas seqera melaparkan kepada Waliloota,

Pasal 23

" Dalam jangka waliu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setetah diterimanya
| laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2
Peraturan Daerah ini, Walikota menetaplkan:
| a. Keputusan Walikota lenmtang pemberhentian sebagal Direhksi yang
' bersangkutan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
. dalam Pasal 21 huruf c, d dan f Paraturan Daerah ini,

| b, Keputusan Wallkota tentang pembarhenlian sementara sebagai Diraksi
| kereha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
i huruf & Peraturan Daerah Ini.

L
Pasal 24

'{1} Karera hakhal- sebagairnana dimaksud Pasal 21 hurdf ab.c dan g
i Peraluran Daerah ini, Direksi yang bersanglkutan diberhentikan dengan
hormat, i

'{2} Karena hakhal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf dedan |
""" peraturar. Daerah ini, Direksi yang bersangkutan dibethentikan dengan
tidak hormat.

i {3) Kepada ahll waris Direksl| yang diberhentikan seébagaimana dimakstic -
: Pasal 21 huruf b Peratwran Dacrah ini, diberikan Uang Duka sebesar

3 (liga) kall penghasilan vanyg diterina pada bulan teralchir dan Uang
Penghargazan yang besamya diletaplan secara proporsional sesuai nuasa
jabatannya.

(4) Direksi yang diberhentiken sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c
Peraturan Daeraly ini, menarima uang pesangon sebesar 5 (lima) kali
penghagilan  yang  diterimanya  pada bulan  terakhir Idnn uang |
panghargasn yenyg besamya titatapkan secara proporsional sgauan :
masa jabatanyg. . [ |

i Cidd
5) i i hural g " -
5y Direlsi yang dibarhentiltan sebagaimana dirmaksud Pasal 21
= I:"E!'-E.tl.:li‘ﬂT‘l Dasarah inl, dibarkon Uang Penghargsan yang besarnya
tlitetapkan bertlasarkan kemampuan kevangan Perusshaan Dasrah,




FPasal 25

Dalamn jangka waktu paling lama 3 (liga) bulan sebelum berakhimya masa

jabatan Direksi, Badan Pengawas harus telah mengajukan ca :
oo Sl gajukan calon nama-nama

Pasal 26

(1) Dalam hal _Dh'ekai diberhertikan sebelum masa jabatan sebagaimana
dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gaerali ini, Walikota mengangiat

seseorang untuk menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi yang
bersangkutan. .

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Wa!ik.nla
untuk rasa jebatan paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam pengangkatan gebagal Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi
sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal ini, berlaku ketentuan-ketentuan
sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini. i

BAR X il i!ii:s;.-f-

BADAN PENGAWAS L1 Pl
Baglan Pertama =l |
*enganghkatan

Pasal 27

{1} Badan Pengawas diangkat oleh  Walikota.

(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdi dari
Pejabat Dasrah, perorangan dan perwakilan pedagang yang protesional
sesuai dengan bidangnya.

{3) Untuk dapal diangkat sebagai Badan Pengawas, harus mernentibi
persyaratan sebagai berikul:

a. \Warganegara Republil Indonesia.

b. Menyediakan waktu yang cukup.

c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan
Baden Ponguwas kiinnya sl dengan Ditekst soampil doil Boastiy pea
baik menurut garls lurs mMatpun kesamping tsrmasuk hubungan
mertua-mananty dan hubungan periparan dengan Wallkota ataul
orang-orang iain yany berada datam jajaran Direl:si.

o, Mempunyal pengataman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima;
tahiim.

| {4) Penganghatan Gadan Pungawas scbagaimuna dimalisad ayat (1) Peaga
ini, ditetapikan dengan Kapulusan Wallketa.

Paszl 28
(1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) crang.

{2) Dua orang dari anggote sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal iri
masing-masing merangkap sehagal ketua dan sekretaris.

Pasal 28

(1) Masa jabstan anggota Badan Punfawus ac alah 3 (tiga) t&
diangkat kembali 1 (sah) kall masa jabatan.
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(2) Penhgangkatan kembal; dapal dilakukan apabila dinilai rampu unluk -

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi,
. - Membertkan pendapat dan  garan kepada Direksi dalam rangka
: meningkatkan daya saing larhadap perusahaan lainmys |
-;Mumbq'ﬁmn alau memperluas wawasan ireshssd nacergges i freshiiing
- uszha yang menguntungkan di masa-niasa mendalung '

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pazal 30

Badan Pengawas mempunyai ugas - i
# Melakukan pengawasan
Caeral,
b. Memberikén saran dan pendapat
mangenal ;.
- PanggEmgitilin dan pembe hentian Dirskesi
++ Rencanaiiéwja dan Anggaran Tahunan, &7
- Rencama pinjaman dan ilatan hukum dengan pihak lain.
- ||_apofnn Kegiatan Usaha Triwulan dan Laporan Keuangan Triwulan

| !
terhadap kegiatan operasional Per_usejh_a‘an.[

' Pasa! 31

Gadan Pengawas iemplinyai wewenang :

a. Memberkan peringatan  alay eguran kepada  Direksi  yang Lok
malaksanukan I EE AT, :‘I!enyarl Rencana Ketja dan Angsnan
Tahupan yang telal: disahkan alag dlischifil perubahannya,

b. fakukan pamenkiaan terhadap Dinkni yang diduga lalah merugicee
Perusanaan Daersh Pusar.

¢. Mengesahkan Rencana Kera dan Anggaian Tabunan Perusabiin
Daerah. :

o Maadiing ulan menotak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana

. Ketja Diraksi tahun barjatan,
| : 4 _ fiagian Keliga
Henghasilan
Pasal 32
! m *
Hudan Pengawas karena lugasnya mendapatkan penghasilan berupa ;

a. Honorarium.
b. Jaza pangelolaan.

Pasnl 33

(1) Ketua PRadan Pangawas menerima honorarium sebesar 40 %
(snpat puluh persen) dad penghasitan Direktur Ltama,

4 Selpeluns Haden Pesgoaess  menoima honorarium  sebasar 35 %
(tlga puluh lima persen) doi pengheasilan Direkior Uiama, :
(3) Anggola Dedan Posgovie neneina honoraiun: sotbesar 300 %

1 13
rnyd j352 pengelofaany. sebagainun dimaksud Pasal 32 huruf b,
(W Bd:l:aﬁpgfai'l o alkata wigen  inemperhatikan  kemampuan

{{.5,? putuh p-ei'sen} dari Penghasiian Direltur Utara, I [iin

[*eresalisen | ibral

PoDEe R
kepada Walikota daiam hal-hal |

£
'l l

\
i+ i'.. b

I

il

§

i




Ragian Keempat
Pemberhentian
Pasal 34

|
Badan Pengawys dapat diberhentikan den _
Atas permintaan sendiri i Bi
ggal dunia. J A
Tidak rpanjals_mkal_iltugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan |
Tidak mela kan tugas dan wewenang, : i

Terfibat dalam tindakan yang :nerugikan Perusahaan Daerah,
Dihukim pidana berdasarkan Putysan Pengadilan Neger yang telah
: mani!ﬂ:i-kam:-atan hukum yarg tatap, '

]

gan alasan

e b—

menopow

: Phsal a5

f1JiApabm_a Badan Pengawas diduga melakukan s8lah satu perbuatun
\sebagaimana dimaksuyy dalam Pasal 34 hurys G, d dan e Peraturan
‘Dasrah ini, Walikota Segera melakukan pemeriksaan terhadap I

bersangkutan

(2) Apabila berdasarkan hasi pemeriksaan terhadap Badan Fengawas
sebagaimana dimalsyd pa

: da ayat (1) Pasal il terbuktj melakukan
perbuatan vang diluduhkan, Waliliota na

ling lama 12 (dua belas) hari
kerja segara mengeluarkan

melakukan perbuatan

f ¢, ddan f Peratyran
rah.inl. -

b. Kaputusan Watikotn tentang pemberhentian sementara sebagai

' Anggota Badan Pengawas, karera melakukan  perbuatarn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 huruf e Feraturan
Daerah ini.
I Baglan Kelima
Sekretariat Badan Pengawas
Pasal 38

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekrelarial yang
terdirl dari 2 (dua) orang yaite 1 (salu) orang daii Pegawni Pemerdilil
Kota dan 1 {salu) orang dari Perusatwan Daerah,

(2} Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimalksud ayat (1)
Fasal ini, diberilcan hanorarium yang besarnya ditatapkan dangan

Keputusan Direlsl dan rembayarannya dibebankan kopada Perusahzan: |

S
Daeral, [ | il 13

DAR XI
| YARUN BUKU, LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN
; ! DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
i ! *azal a7

Talivn bulw Perisahaan Daecuh adalah tahun tabewiim,
|
g Pagal 38

. : i Buku

1) Selambat-lambatnya 3 (ligu) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku,

I L Direksl harue talah menyampaikan laporan Kegiatan Usaha Tﬂh:.lnﬁn

| dai Laporan Keuangen Tahunan kepads Walikota melalul Kelua
Badan Pengawsas untuk niendapalkan pengesahan.
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if:'-’J Liaponiin Kestiwegn Fehuanan sebigimnsma dinaksod dyzl (1) Pl
i ini; harus merupakan hasil auditing oleh Akuntan Publik atau Instans
| yang berwenang. : 1

Pasal 39

|

! :

(1) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laparan Keuangan Tahunan
s_abagaimnna dimaksud ayat (1) Pasal 37 Peraturan Daerah ini, telah
mendapatkan pengesahan Wallkota, Direksi dan Badan Pengawas
lepas dari tanggungjawal atas segala s3suatu yang tercantym dar,
termuat dalam Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laparan
Keuangan Tahunan tersebut,

(2) Apabila Welikota dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya Laporan Kegiatan Usaha Tahunan don laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal a7
Peraturan Daerah-inl, tidak mengemukakan tanggapan dan atay

. keberatan secara lertulis, maka Laporan Kegiatan Usaha Tahupan
; dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan,

BAB Xn
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
Pasal 40

(1} Dalam jangka wakty selamoat-lambatnya 2 (tiga) bulan sebelum

, berakhirnya tahun buku, Direksi harus sudah mengajukan Rencana

' Kefjia dan Anggoran Tahunan, tahun berlkutnya kepada Badan
Pengawas untuk mendapat pengesahan,

! (2) Apabila Badan Pengawas hingga tanggal 31 Desember Tahun Buku

1 Berjalan belum rmemberikan pengesahan stas Rencana Kera dan

! Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal ini, maka -
pembiayaan kegiatan dapst dilaksanakan khusus untuk pembayaran
gaji pegawal, rekenlig telepon, listrik dan alr bersih,

d BAB Xl
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LaBA
Pasal 41

Penggunaan Laba Bersih yang dipercleh selama salu Tal'!un Buku
| Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan lain-lain bantuk
| pengurangan lainnya yang wajar, ditetapkan sehagai berikut :

.| ﬁﬂ:%ﬂhm puluh persen) untuk Anggaran Daerah,
ll b. 2{); % (dua puluh persen) untuk cadangan umum hingga juriah

-cadangan umnum tersebut mencapai jumilah yang samia dangan modal
| dasar Perusahaan Daerah,

| c 15% {limabelas persen) untuk Dana Pensiun dan Tunjangan Han Tua
| Pegawal Perusahaan Daerah.
|

i lat
i 3 limabelas persen) untuk Direksl, Badan Pengawas, Sekretariat
Ildt;:ﬁ g‘agmul d::;an batas sebanyak-banyaknya 2 (tiga) kall gaji
| " setiap bulan,
|




~ BAB xiv
'?{EPEGAWMAN
Fasal 42 E

: q'1.'} Kedudukan hukum gaji Pendapatan lain Dirakei

] i by i EkSI dﬂﬂ
Para Pegawa| ditetapkan oleh Walikotg berdasarkan peraturan
pemndang—undangan ¥ang berlaky, :

(2) Direksj mengangkat dan memberhentikan Pegayai Perusahag
_ o n
| Daerah menyr ketentuan yang ditetapkan plah Walikota,

(3) Status kepegawaian pe

_ fusahasn Daerap dialur secars khusus dalgn,
| Peraturan Daerak: '

Pasal 43

Segala ketanmgn Peraturan pe:undang-undangan

Yang  berlaky
mengenaj tunltr.tun ndaharaan dan tuntutan ganti rug; fethadiap
: bendaharawnn berlaky juga lerhadap Para Pegayg;
F"erq..!ssrhaan Daeral, -

B4AB X
| PEMEUEAMN
Pasal 44
-
{51 (1) Pembubaran Perusahaan Caeran ditetapkan
" Daerah, . :

dengan Peraturan

f2}l Wflﬂhuta menunjuk panitia pembubaran
_Pada ayat (1) Pasal inj.

(3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelgh dibubarkan menjadi
milik Pemerintah Kota ’t :

(4) Peﬂanggung]mban Pembubaran dilakukan, oleh likwidatyr kepada

, Walikata yYang memberikan pembeab

238N tanggungjawab tenlang
peketiaan yang telah diselesaikan oleh Iikwidatyr.
|

sebagaimana dimaksid

o

Paszu| 45
|

!Dararn hal ferjadi pembubarar sebagimana g

Peraturan Daerah inl, penye.esaian kekayas

maksud dalam Pasa) 44
\Perusahaan Daerat) ditetapkan oleh Wafikota.

n Direksl dan Pegawaj

BAE x|
PEMUTU P
Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ij.-rah Ini, sepanjang
menganaj pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walilota,

B
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| | Kota Palembang.
|

|

| I

|

Eer ks di‘]‘ni:imhnl I .
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f HE DAERAH

e MBaNE

| - LEMUARAN DATNAN KOTA PALEMAANG
| T 105 wowon &

| Dengen berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ot
Palémbang Nomeor 2 Tahun 2001 te

| Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Pasal 418,

| 417, 418, 419, 420, 421, 422, 42342

| 431, 432, 4723, 434, 435, 428, 437,

| dinyatakan tiaak berduku, |

|

Pasal 47

ntang Pembantukan Kedudukarn,

4, 425, 428, 427, 428, 429, 430,
438, 4239, 440, 441, dicabut dan

Paszal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuncangkan,

|
‘ﬁglr ;nt:l';:ﬁlz‘bmng *mengetahuin
| Peraturan Daerzh Ini; dengan pen,

¥a, memerintahkan pengundangan
empatannya dalam Lembaran Dierah

Ditetapkan di Palembang ~
pada tanggal 25 Juli 2905
-'_,..-"

KOTA PALEMBANG.




